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Jakarta - Ratusan situs online sampai toko fisik di berbagai negara sudah menerima bitcoin
sebagai alat pembayaran, tapi tidak di Indonesia. Pemerintah melarang penggunaan bitcoin
maupun cryptocurrency atau aset kripto lainnya digunakan untuk alat pembayaran di Indonesia.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
Dalam UU itu, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah

"Dilarang di Indonesia. Sesuai UU alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Jadi Indonesia ini,
makanya kami tidak menyebutnya uang kripto, tapi aset kripto,” ungkap Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan
(Kemendag) Sidharta Utama kepada detikcom, Kamis (28/1/2021)

Baca juga:

Jual-Beli Bitcoin Cs Makin Dilirik, Pengawasan Bakal Diperketat!

Dihubungi secara terpisah, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Oteritas Jasa Keuangan
(OJK), Triyono Gani juga mengatakan, aset kripto tidak mungkin bisa digunakan sebagai alat
pembayaran di Indonesia karena itu melanggar ketentuan UU nomor 7 tahun 2011 tersebut.

"Tidak mungkin selama masih melanggar UU Mata Uang," kata Triyono ketika dihubungi
detikcom melalui pesan singkat, Rabu (27/1/2021)

Kembali ke Sidharta, ia mengatakan bitcoin cs hanya bisa digunakan sebagai aset investasi.
Apabila ada yang mau menggunakan bitcoin sebagai transaksi, maka bitcoin yang dimiliki itu
harus ditukar ke rupiah terlebih dahulu, baru uangnya digunakan untuk berbelanja.

"Karena hanya digunakan sebagai investasi saja, untuk jual beli saja. Jadi nggak bisa itu. Kalau
ada orang yang punya aset kripto kemudian mau beli barang, ya dia nggak boleh dengan aset
kripto ditukar dengan barang. Dia harus jual dulu, aset kripto menjadi rupiah, setelah itu dengan
rupiahnya lah dia melakukan transaksi, tidak bisa langsung,” jelas Sidharta.

Penegasan itu juga sudah pernah dinyatakan Bank Indonesia (Bl) pada 2018 lalu. Sama
dengan keterangan dua orang di atas, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di
Indonesia melanggar ketentuan UU nomor 7 tahun 2011.

"Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat
pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,”
tulis pernyataan resmi Bl pada 13 Januari 2018 lalu.

Baca juga:

Bitcoin vs Trading Valas, Lebih Aman yang Mana Ya?

Selain itu, menurut BI, aset kripto seperti bitcoin sangat rentan terhadap risiko
penggelembungan dana, dan juga sarana pencucian uang, serta berbagai ancaman lainnya

"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas
yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset
yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga
rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana
pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem
keuangan dan merugikan masyarakat,” bunyi pernyataan Bl tersebut.
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